
6.

7.

tentang Femerintahan flaeratr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomo
244, Tambatran Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679h

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2O1O

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 99;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pernerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita N*egara Republik
Indolresia Tahun 2011 Nomor 70a\

Peratrrran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2OL2 tentang
Pedoman Penlrusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor
6ae);

g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 20 15 tentang Pembenhrkan Hukum
Daerah (Berita Negara S'epublik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2OtT tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLT Nomor 1567);

11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
201O tentang Standar Layanan Informasi
Publik;

12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengfteta
Informasi Publik;



7 t3 Rrffiran Decrah Kffi Beqiaftaru Nomor lO
Tahrm 2016 tentary Fenbentrrhn dan
Susunan Perangkat Daeratr Kota Banjarbaru
(Iembaran Daeratr Kota Banjarbam Tahun
2016 Nomor 1O, Tambatran lembaran Daerah
Kota Banjarbam Nomor 3Z);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14
Tahun 2OLZ tentang Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O1g
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2Ol7 Nomor 14);

Peraturan rffalikota Banjarbaru Nomor gT
Tahun 2Ol7 tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018, Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2OI7 Nomor 87).

t4
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor
188.45/ 329 IKVM | 2OtT tentang penetapan pejabat
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di
Linglmngan Pemerintah Kota Banjarbaru

{-. MEMUTUSKAN

Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan
Dolmmentasi pada Inspektorat Kota Banjarbaru
dengan sr.rsunan sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

Tugas dan Wewenang Pejabat sebagaimana
- dimaksud diktum KESATU adalah :

a. membantu PPID Kota Banjarbarrr dalam
melaksanakan tanggungiawab, tugas dan
kewenangannya

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi
kepada PPID Kota Banjarbam dilakukan paling
sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai
keburuhan

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
informasi dan dokumentasi bagr pemohon
informasi secara cepat, tepat, berlmalitas
dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima

e. mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi
bahan dan data pada Inspektorat agar menjadi
informasi publik

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan
teknis dan pelayanan informasi dan
dokumentasi kepada PPID Kota Banjarbam
secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

PPID pade Inspektorat didukung oleh bidang_bidang
antara lain :

a. Bidang Pelayanan Informasi Dan Dolnrmentasi,
bertugas memberikan pelayanan informasi
publik dan mengelola informasi sesuai dengan
mekanisme PPID;

b. Bidang Pengolahan Data Dan Klasi{ikasi
Informasi, berhrgas mengolah data yang akan
fisqiikan sebagai inforr:nasi publik, metikutanklasifikasi jenis informasi dan
mendokumenlAsikan informasi yang telah
dikuasai;

c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas
melakukan advokasi dan uibwakili Inspektorat

- 9"1* menyelesaikan sengketa informasil aan
d. Sekretariat, 

. 
berhrgas memberika' dukunga*

administratjf dan teknis operasional serta
sar€rna dan prasarana mendukung tersedianya
layanan informasi dan dokumentasi.

|_"g"lq, . biaya . yang timbul 
"kibat ditetapkannya

Keputtisan ini dibebankan pada Dokurnen
Pelaksanaan Anggaran (DpA) Inspektorat Kota
Banjarbaru

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabita terdapat
kekeliman akan dilakukan perbaiban sebagaimana
mestinya

Ditetapkan di : Banjarbam
pada tanggal : ,3 Mei 2O1g

TAUFIK, nfi.St
TII|GKAT I

15 199()()3 1 0()6



/ Lampiran : Keputusan Inspelrtor Kota Banjarbant
Nomor i 21 Tatrun 2018
Tanggal | ?-, Mei 2018

STRUKTIIR ORGANISASI
pr^tABAT PENGEIOLA INFORMASI DAt{ DOKITMEI{TASI (PPID}

INSPTKTORAT KOTA BAI{JARBARU

SITI TRI PURWIRFTNA. A,

I ttuRnn, s.uut i
i!,-.,,."*"-"*"-.'***.' *.*.-*"". :'r"''i

i neusneNDRtNoro
ii

A BANJARBARU'

TAuFrK, M.gi
TIilGKAT I

15 L99q)3 1 ff)6

---l
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